
SALINAN

BUPATI PRINGSEWU
PROV11NS1 LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Dae-ah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Damh Tahun
Anggaran 2017, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Pfcnyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dan
Kompai, Kuluvi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851];

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan National (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355j;

5. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembcntukan Kabupatcn Pringsewu dl Frovinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4932);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribus) Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tatiun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia. Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagairnana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewar Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagairnana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45021 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia
Nomor 4578);

18- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Felayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);

21 . Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tenfcang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia. Nuwr 4864);



22 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partei Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah denman
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5351),

23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Peinberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);

29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

30. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapakeli terakhir
dengan Peraturan Menten Dalam Negert Nomor 21
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);



31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tabun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber Dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Megara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomar 450)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 14
Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 541);

32. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pcmbentukari Pmduk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Honor
2036);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun
2016 tentang Pedoman Penyuaunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 874) seUagainrana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Palam Negeri Nomor 10Q Tahun
2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 125);

34, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional (Berita Negara. Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07
Tahun 2010 tentang Pokok-pckok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 19
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringscwu Tahun 2016 Nomor 19);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 05
Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler, Hak
Keuangan dan Administratif Pimpirran dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu
Tahun 2017 Nomor 05);

38. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 49 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 49)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 26 Tahun
2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun
2017 Nomor 26);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 semula beijumlah
Rp. 1.236,357.256.603,00 bertambah gerjumlah
Rp. 10474.442,290,01 sehingga menjadi
Rp. 1.246.531.698.893,01 dengan rincian sebagai
berikut:
A. pendapatan

1. semula Rp. 1.200,857.256.603,00
2. bertambah Rp. 19.470.195.162,00 (+)

jumlah pendapatan
setelah perubahan Rp. 1.220.327.451.765,00

B. belanja
1. semula
2. bertambah

Rp. 1.236.357.256 603,00
Rp. 16.194.314,326,01 (+)

jumlah belanja
setelah perubahan
surplus/ (defisit)
setelah perubahan

Rp. 1.252.551.570.929,01

Rp. (32.224.119.164,01)

C. pembiayaan

1. penerimaan
a) semula Rp. 37.500.000.000,00
b) berkurang Rp. (3.199.470.883,99) (-)

jumlah penerimaan
setelah perubahan Rp. 34.300.529.116,01

2. pengeluaran
a) semula Rp. 2.000.000.000,00
b) bertambah Rp. 76.409.952,00 (+)

jumlah pengeluaran
setelah perubahan Rp. 2.076.409,952,00 (-)

jumlah pembiayaan netto
setelah perubahan Rp. 32.224.119.164,01 (-)

sisa Lebih pembiayaan anggaran
setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2
Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Beïanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal L dirinci lebih lanjut dalam Lampiran 1.



Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci
lebih lanjuL dalam Lampiran II.

Pasal 4
Daftar nama penerimo., alamat penerima, bcsaran hibah
dan bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III dan Lampiran IV.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai
dengan Pastil 4 inerupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar sefiap orang mengetahninya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pringsewu.

Ditetapkan di Prmgsewu
pada tanggal io 2017
BUPATI PRJNQSEWU,

dto
SUJAEI

Diundangkan di Prtngaewu
pada tanggal n otfrober 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 59

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum

Sekretariat Daerah Kabup^ten Pringsewu,

WASKH O SURYANTO,S.H.,S.IP.,M.H
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